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ABSTRAK
Penerapan praktek perjanjian gadai tanah di Desa Perampuan selalu berlandas pada hukum 
adat yang telah lama berlaku. Adanya Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang 
gadai tanah, bahkan tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Latar belakang inilah 
yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisa apa faktor penyebab dari 
ketidakefektifan penerapan undang-undang tentang gadai tanah terhadap praktik perjanjian 
gadai tanah yang ada di Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian normatif-empiris dimana mengumpulkan data dari undang-
undang terlebih dahulu yang kemudian juga mencari fakta secara langsung di lapangan 
dengan cara mengobservasi langsung maupun dengan melakukan wawancara langsung pada 
narasumber. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi 
ketidakefektifan penerapan undang-undang nomor 56 Prp tahun 1960 ini desa perampuan. 
Faktor-faktor tersebut ialah faktor budaya, faktor tolong menolong, faktor geografis dan faktor 
kebutuhan.
Kata kunci: Analisa, Hukum, Gadai Tanah.

LEGAL ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND 
PLEDGE AGREEMENT PRACTICES(A CASE STUDY IN PERAMPUAN VILLAGE, 

LABUAPI DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY)

ABSTRACT

The practice of land mortgage agreements in Perampuan Village is always based 
on long-standing customary law. The existence of Law No. 56 Prp of 1960 concerning 
land mortgages is largely unknown to the community. This background underpins the 
purpose of this study: to analyze the factors contributing to the ineffectiveness of 
implementing the law on land mortgages in the practice of land mortgage agreements 
in Perampuan Village, Labuapi District, West Lombok Regency. This study employed 
a normative-empirical research method, first collecting data from the law and then 
directly investigating the facts in the field through direct observation and interviews 
with informants. The results revealed several factors influencing the ineffectiveness 



409 FHISIP UNIVERSITAS MATARAM

E-ISSN - 

of implementing Law No. 56 Prp of 1960 in Perampuan Village. These factors include 
cultural aspects, mutual support, geographic considerations, and individual needs.
Keywords: Analysis, Law, Land Mortgage.

I. PENDAHULUAN 

Tanah adalah permukaan bumi, keadaan bumi disuatu tempat, bahanbahan dari 
bumi, dasar, sawah, lahan.   Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari 
bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud adalah bukan mengatur 
tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu 
tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi 
disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara 
sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai 
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta 
badan-badan hukum.” dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam penegrtian 
yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian 
tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan 
lebar. 1  

Tanah dideskripsikan sebagai bagian permukaan bumi yang dapat dihaki oleh 
seorang atau badan hukum. Pengertian tanah juga dideskripsikan dalam UU No. 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 sebagai 
berikut; Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. tanah tidak hanya 
meliputi wilayah daratan tapi termasuk juga wilayah perairan seperti empang, tebat 
dan tambak ikan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa tanah merupakan 
permuakaan bumi baik beruapa wilayah daratan ataupun perairan yang terdapat 
macam-macam hak atas permuakan tersebut baik oleh perseorangan ataupun badan 
hukum. Menurut Supriadi, hak-hak yang timbul di atas permukaan bumi (hak atas 
tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau bendabenda yang terdapat di atasnya 
merupakan suatu persoalan hukum. 2

Berpijak pada pengertian tersebut, tanah pertanian merupakan semua tanah 
perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah 
belukar bekas ladang dan hutan yang terdapat yang dapat dihaki seperti hak gadai 

1	   Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Cet. I; Jakarta: Kencana 2012), hlm. 9
2	   Dayat Limbong, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Dua Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam 

Satu Objek Tanah, Vol. 8 No. 3, Medan, 2019, hlm. 134.
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tanah pertanian, hak usaha bagi hasil tanah pertanian serta hak menumpang dan hak 
sewa tanah pertanian, oleh seseorang ataupun badan hukum.

Setelah adanya reforma agraria semua hak hak tersebut dikonversi ke dalam hak-
hak yang diatur dalam peraturan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria(UUPA). Konversi tersebut adalah 
hak eigendom dikonversi menjadi hak milik, hak opstal dikonversi menjadi hak guna 
bangunan, hak erpacht dikonversi menjadi hak guna usaha, sementara hak gadai 
tanah pertanian tetap dipertahankan menjadi gadai tanah pertanian sesuai dengan 
pasal 16 UUPA.

Di lingkungan masyarakat pedesaan, tanah tidak hanya dimanfaatkan sebagai lahan 
permukiman, melainkan juga berperan sebagai sarana utama dalam pelaksanaan 
berbagai aktivitas ekonomi guna mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup. 
Makna strategis keberadaan tanah tersebut menunjukkan bahwa tanah merupakan 
salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran sangat vital dalam 
keberlangsungan hidup manusia.3

Dalam aspek produksi, tanah memiliki peran penting sebagai sumber penghasil 
bahan pangan melalui pemanfaatan dan pengelolaan yang optimal. Sementara itu, 
dalam aspek kekayaan, tanah dapat berfungsi sebagai aset ekonomi yang dapat 
diperjualbelikan serta dijadikan objek berbagai bentuk transaksi, seperti sewa tanah, 
sistem bagi hasil atas pengelolaan tanah, jual tahunan, dan gadai.

Dari berbagai bentuk transaksi tersebut, praktik gadai merupakan salah satu 
bentuk yang cukup umum dijumpai dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Gadai 
tergolong sebagai bentuk pinjaman dalam hubungan utang piutang yang dilandasi 
oleh asas kepercayaan, di mana pihak yang berutang menyerahkan suatu barang 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan tetap milik orang 
yang menggadaikan (orang yang berutang/debitur) tetapi dikuasai oleh penerimaan 
gadai (yang berpiutang/kreditur).4

Gadai dapat diartikan menahan salah satu harta milik dari peminjam sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai 
ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat 
mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.5

Secara ekonomis, praktik gadai merupakan salah satu cara yang dilakukan 
oleh seseorang untuk memperoleh pinjaman uang dari orang lain, yaitu dengan 
menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum 
sebagai jaminan. Dalam hal ini masyarakat cenderung menjadikan tanah pertanian 

3	   Fingky Utami, praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir Ii Dalam Persfektif Ekonomi 
Islam, Universitas Isllam Negeri Sumatra Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Medan| skripsi, vol.1 No.1 
Tahun 2018, hlm. 4

4	  Ibid.
5	  Ibid.
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sebagai objek jaminan dalam memperoleh pinjaman, cara tersebut dikenal dengan 
istilah gadai tanah/sawah.

Praktik gadai sawah ini telah dipraktikkan di masyarakat secara turun menurun 
dari zaman dahulu dan masih berjalan hingga saat ini, begitu juga praktik gadai yang 
berlangsung di Desa Perampuan Kecamatan labuapi Kabupaten Lombok Barat. 

Dalam perspektif hukum, pelaksanaan gadai atas tanah pertanian di Indonesia 
telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas 
Tanah Pertanian. Pada Pasal 7 undang-undang tersebut, sebagaimana tercantum 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174720, ditegaskan 
bahwa pemanfaatan objek gadai berupa tanah pertanian dibatasi hanya untuk jangka 
waktu maksimal tujuh tahun.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, kajian terhadap praktik gadai tanah 
pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Parampuan menjadi penting untuk 
dilakukan, guna memahami sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris6. Yaitu 
menggunakan undang-undang sekaligus mengambil fakta dari perilaku manusia 
yang didapat dari wawancara maupun observasi langsung. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu dengan Observasi/pengamatan Langsung, Dokumentasi/
Kepustakaan, Wawancara.  Jenis penelitian yang di gunakan adalah Penelitian kualitatif 
deskriptif penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam 
suatu fenomena atau keadaan tanpa memanipulasi variabel. Hasil penelitian ini berupa 
uraian kata-kata yang menjelaskan karakteristik, sifat, dan hubungan antar berbagai 
aspek dari fenomena yang diteliti. 

III. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Parampuan, Kecamatan 
Labuapi, Kabupaten Lombok Barat

Gadai tanah pertanian adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah 
kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari pemegang gadai tersebut. 
Selama uang gadai belum dikembalikan tanah tersebut dikuiasai oleh “pemegang 
gadai”. 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk saosial yang membutuhkan satu sama 
lain, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan kebutuhan 
yang sifatnya mendadak. Oleh karena itu sikap saling tolong menolong antar manusia 

6	  Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, Metode Penelitian Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal 96
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sangat dibutuhkan. Dalam hal ini salah satu bentuk tolong menolong yang dilakukan 
oleh masyarakat Desa Parampuan adalah gadai tanah pertanian.

Jenis transaksi yang sering di lakukan oleh masyarakat Desa Parampuan salah 
satunya transaksi gadai tanah pertanian. Masyarakat di Desa Parampuan menyebut 
gadai tanah pertanian dengan sebutan “Sandaq Bangket” yakni merupakan transaksi 
gadai tanah pertanian yang di gunakan untuk bercocok tanam padi atau sayuran 
sebagai jaminan atas pinjaman uang dan tanah pertanian itu di manfaatkan oleh 
penerima gadai. Pada umumnya orang yang menerima gadai di sebut “Nanggep” dan 
orang yang memberikan/pemberi gadai di sebut “sandaq”.

Gadai tanah pertanian merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering terjadi 
karena pemilik tanah mendapatkan masalah ekonomi yang mendesak maka untuk 
mengatasi permasalahannya adalah dengan cara menggadaikan tanah pertanaian 
yang dimilikinya. Praktek gadai tanah pertanian oleh kalangan masyarakat petani 
dipilih karena kemudahan-kemudahan dan prosesnya cepat untuk mendapatkan uang 
pinjaman. 

Gadai tanah pertanian diberikan untuk menjamin suatu pelunasan utang, sehingga 
gadai tanah pertanian mempunyai hubungan hukum antara seseorang dengan tanah 
milik orang lain yang telah menerima utang atau pinjaman uang yang disebut uang 
gadai. Tanah tersebut di kuasai oleh penerima gadai selama uang gadai belum 
dikembalikan. Selama itu hak atas tanah menjadi hak pemerima gadai selama memilki 
hak gadai. Penebusan adalah kata yang lazim di sebut dalam pengembalian uang 
gadai, penebusan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang 
menggadaikan sehingga banyak gadai tanah pertanian yang berlangsung selama 
bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu 
untuk melakukan penebusan.

Gadai tanah pertanian pada masyarakat Desa Parampuan dengan menjaminkan 
tanah pertanian atas pinjaman uang yang diterimanya dari penerima gadai sehingga 
penerima gadai berhak untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah 
pertanian yang telah digadaikan tersebut selama pemilik tanah belum mampu melunasi 
utangnya.

Transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Parampuan pada 
umumnya dilakukan untuk tanah pertanian yang produktif untuk menanam tanamam 
holtikultura. Hal tersebut dapat dilihat dari keseharian masyarakat Desa Parampuan 
yang banyak menanam sayuran dalam setiap usaha pertaniannya. 

Gadai tanah pertanian yang di lakukan masyarakat dapat berakhir ketika tanah 
gadai tersebut musnah karena bencana alam, alih fungsi lahan untuk kepentingan 
umum atau putusan pengadilan serta gadai tanah pertanian telah berlangsung 7 
tahun atau lebih. Namum berakhirnya gadai tanah pertanian seperti demikian belum 
pernah terjadi di Desa Parampuan. 
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Berakhirnya gadai tanah pertanian di Desa Parampuan lazimnya terjadi karena 
penebusan oleh pemilik tanah atau pemberi gadai. Apabila dalam penebusan tanah 
tersebut masih terdapat tanaman yang sudah siap panen, maka penerima gadai 
terlebih dahulu memanen tanaman tersebut.

Menurut hasil wawancara yang peneliti dapat dari beberapa Narasumber Bapak 
Hasan selaku pemberi gadai mengatakan:

Penggadaian tanah menjadi pilihan bagi narasumber karena dinilai sebagai cara 
yang cepat untuk mendapatkan pinjaman uang, mengingat adanya jaminan berupa 
tanah yang dapat mempercepat proses pencairan dana. Uang hasil gadai tersebut 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membayar hutang-hutang 
yang mendesak. Saat ditanyakan mengenai aturan batas waktu gadai tanah tanpa 
dilakukan penebusan, narasumber mengaku tidak mengetahui hal tersebut dan 
bahkan baru pertama kali mendengarnya dalam wawancara ini.

Menurut keterangan, penggadaian tanah sudah dilakukan sejak tahun 2016 dan 
masih berlangsung hingga tahun 2025, sehingga total waktu gadai sudah mencapai 
sembilan tahun. Meskipun masa gadai telah melebihi tujuh tahun, narasumber tetap 
berupaya melakukan penebusan karena merasa terikat pada aturan hukum adat 
mengenai gadai tanah yang berlaku di daerahnya. Tanah yang digadaikan memiliki 
luas 31,85 are. Dalam kondisi panen yang baik, hasilnya dapat mencapai 1,5 hingga 2 
ton, sementara jika panen kurang baik, hanya menghasilkan sekitar 1 ton. 7

Saat dikonfirmasi mengenai peran Pemerintah Desa dalam memberikan informasi 
atau sosialisasi terkait aturan gadai tanah, narasumber menyatakan bahwa selama ini 
belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa mengenai hal tersebut. 

Dari hasil penelitian terhadap seluruh subjek penelitian penulis, faktor-faktor 
masyarakat Desa Perampuan dalam melakukan transaksi gadai tanah pertanian 
adalah sebagai berikut:
1. Faktor Budaya 

Gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parampuan adalah 
suatu bentuk transaksi yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat karena 
masyarakat di Desa Parampuan sejak zaman dahulu sampai sekarang sudah terbiasa 
melakukan gadai tanah sawah/pertanian yang dilakukan berulang-ulang, sehingga 
mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang 
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, maka sudah menjadi hal yang wajar dalam 
keperluan mendesak seseorang menggadaikan tanah pertanian yang dimilikinya. 
Seperti hasil wawancara yang didapat peneliti dari bapak H.M.Zubaidi (Kades) bahwa:

“Kepala Desa Perampuan mengetahui aturan terkait gadai tanah dalam pasal 7 
Prp nomor 56 tahun 1960. Namun ia merasa tidak bisa memberlakukannya, karena 

7	  Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasan, Masyarakat Desa Parampuan, pada Jumat 25 Juli, 
2025, Jam 11: 30, Wita 
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proses gadai tanah di desa Perampuan dilakukan berdasarkan suka sama suka dan 
asas kekeluargaan”. 8

2. Faktor Rasa Tolong Menolong.

Berangkat dari rasa tolong menolong maka penerima gadai memberikan pinjaman 
uang kepada pemberi gadai. Karena sebagai rasa terima kasih serta untuk meyakinkan 
penerima gadai bahwa pemilik tanah/pemberi gadai akan mengembalikan pinjaman 
uang tersebut maka pemilik sawah/pemberi gadai memberikan dan merelakan tanah 
pertanian yang dimilikinya diberikan kepada penerima gadai sebagai jaminan atas 
utang yang boleh untuk diambil manfaatnya oleh penerima gadai untuk sementara 
waktu sampai pemilik tanah/pemberi gadai dapat menebusnya kembali.

Seperti hasil wawancara yang peneliti dapat dari narasumber Bapak H.M.Zubaidi 
(Kades):  

“Apabila tanah tidak dapat ditebus dalam jangka waktu yang lama, maka pemilik 
tanah bisa menjual tanahnya kepada penerima gadai ataupun orang lain, sehingga ia 
dapat membayar hutangnya. Atau sebagai pemilik tanah/penggadai bisa mengalihkan 
tanahnya untuk digadaikan pada orang lain. Ada juga kasus dimana penggadai 
menyewa tanah miliknya kepada penerima gadai, sehingga penggadai tetap bisa 
menggarap tanah miliknya sendiri”. 9

3. Faktor Geografis

Letak geografis Desa Parampuan yang terletak pada daerah yang banyak terdapat 
hamparan sawah/ladang pertanian yang subur, akan tetapi saat ini sudah mengalami 
perubahan yakni penurunan produktifitas lahan, ditambah dengan kondisi sulitnya 
saluran irigasi serta banyaknya kawasan perumahan baik komersil maupun subsidi, 
sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pemanfaatan lahannya sendiri.

Kondisi tersebut menjadikan masyarakat Desa Parampuan banyak yang bekerja 
sebagai petani hal tersebut juga menjadi alasan bagi masyarakat dalam keadaan 
mendesak yang membutuhkan biaya segera maka menggadaikan tanah pertanian 
yang di milikinya kepada orang lain adalah cara yang masyarakat Desa Perampuan 
lakukan untuk mengatasinya serta hal tersebut dapat pula menjadi peluang bagi 
penerima gadai dalam memperoleh keuntungan dari tanah yang digadaikan.
4. Faktor Kebutuhan 

Untuk mengatasi persoalan masyarakat yang mendesak yang memerlukan biaya 
segera maka, cara terbaik dan efektif yang dilakukan masyarakat Desa Parampuan 
adalah dengan menggadaikan tanah pertanian yang mereka miliki.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hasan:

8	  Ibid.
9	  . Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasan, Masyarakat Desa Parampuan, pada Jumat 26 Juli, 2025, 

Jam 10: 20, Wita 
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“Masyarakat Desa Parampuan bahwa alasan kebutuhan mendesak, dengan 
menggadaikan tanah bisa lebih cepat mendapatkan pinjaman uang, karena adanya 
jaminan tanah. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar 
hutang”.10

B. Analisis Hukum Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Perem-
puan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Undang-
Undang PRP N0. 56 Tahun 1960 

1. Aspek Yuridis Sistem Gadai Tanah Pertanian di Desa Parampuan Kecamatan 
Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Jenis transaksi yang sering di lakukan oleh masyarakat Desa Parampuan salah 
satunya merupakan transaksi atas tanah pertanian di antaranya adalah gadai tanah 
pertanian. pelaksanaan gadai masih sering di lakukan oleh masyarakat khususnya 
gadai sawah oleh masayarakat petani.

Masyarakat di Desa Perampuan menyebut gadai tanah pertanian dengan sebutan 
“Sandak Bangket” adalah merupakan transaksi gadai tanah pertanian yang di gunakan 
untuk bercocok tanam padi atau sayuran sebagai jaminan atas pinjaman uang dan 
tanah pertanian itu di manfaatkan oleh penerima gadai.

Gadai tanah pertanian merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering terjadi 
karena pemilik tanah mendapatkan masalah ekonomi yang mendesak maka untuk 
mengatasi permasalahannya adalah dengan cara menggadaikan tanah pertanaian 
yang dimilikinya. Praktek gadai tanah pertanian oleh kalangan masyarakat petani 
dipilih karena kemudahan-kemudahan dan prosesnya cepat untuk mendapatkan uang 
pinjaman. 

Gadai tanah pertanian mempunyai dasar hukum yang berlaku, dasar hukum 
gadai tanah pertanian terlihat pada produk hukum seperti yang terangkum dalam 
ketentuan hukum Nasional. Dasar aturan gadai tanah berasal dari Undang- Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang selanjutnya di 
sebut Undang-Undang Pokok Agraria, dimana Undang-Undang Pokok Agraria telah 
mengelompokkan gadai kedalam hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang 
tertuang dalam pasal 16 ayat (1) huruf h.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 53 ketentuan mengenai 
macam-macam hak atas tanah yang sifatnya sementara di sebutkan dalam pasal 53 
ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“hak gadai atas tanah pertanian merupakan hak atas tanah yang sifatnya sementara 
dimana dalam hak gadai tanah pertanian terdapat sifat-sifat yang bertentangan 
dengan Undang-Undang yang mana hak tersebut akan diusahakan untuk dihapuskan 
dalam waktu yang singkat. 11

10	   Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasan, Loc.,Cit
11	 . Ibid.,, hlm.21
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Ketentuan hak-hak atas tanah ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria 
dan di berikan sifat yang sementara, yang diusahakan akan di hapus di karenakan 
mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa Undang-Undang 
Pokok Agraria. Kenyataannya sampai saat ini tidak dapat di hapuskan dan yang dapat 
dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat pemerasan tersebut. 12  

Dalam upaya untuk menghapus sifat pemerasan dalam transaksi gadai tanah 
pertanian sekaligus, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah di karenakan gadai 
tanah pertanian tersebut sudah berakar dalam kehidupan masyarakat khususnya di 
pedesaan. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat pemerasan dengan jalan 
membuat ketentuan tentang cara-cara penebusan uang gadai. Hal ini dilakukan dalam 
rangka penertiban dan melindungi golongan masyarakat ekonomi lemah dalam hal ini 
adalah pemberi gadai.

Untuk membatasi sifat-sifat pemerasan hak gadai tanah pertanian, maka diatur 
lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp (Perpu) Tahun 1960 Tentang 
Penepatapan Luas Tanah Pertanian, yang selanjutnya disebutkan dalam pasal 7 ayat 
(1), (2) dan (3) mengenai aturan tentang batasan waktu dan cara penebusan dalam 
gadai tanah pertanian. 13 

Dalam pasal 7 ayat (1) di tegaskan bahwa menguasai tanah pertanian dengan 
hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun 
atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan 
setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut 
pembayaran uang gadai. 

Atas dasar ketentuan ini, jika hak gadai tanah pertanian yang sudah berlangsung 
7 tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa 
uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada di panen. Hal ini di 
asumsikan bahwa pemegang gadai yang menggarap tanah pertanian selama 7 tahun 
atau lebih, maka hasilnya akan melebihi uang gadai yang ia berikan kepada pemilik 
tanah pertanian. 14 

Maka agar ketentuan-ketentuan peraturan ini dapat berjalan dan dilaksanakan 
sebagaimana mestinya diadakan sanksi-sanksi pidana seperlunya sesuai dengan pasal 
10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960:

Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 10.000.- huruf b barang siapa tidak melaksanakan kewajiban 
tersebut pada pasal 3, 6 dan 7 (1).

Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

12	 . Ibid.,, hlm.21
13	 . Ibid.,, hlm.21
14	 . Ibid.,, hlm.21
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Dalam pasal 7 ayat (2) di tegaskan bahwa mengenai hak gadai tanah pertanian 
yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik 
tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada 
selesai di panen.

   Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai tanah pertanian itu telah 
berlangsung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut 
tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanamam yang ada 
selesai di panen. Ketentuan pasal 7 tersebut, secara yuridis formal telah membatalkan 
sistem gadai tanah pertanian yang telah berjalan di tengah-tengah masyarakat yang 
masih memakai hukum adat. Namun kenyataannya pelaksanaan gadai menurut sistem 
hukum adat tetap saja beralaku di Desa Parampuan.
C. Efektifitas Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Param-
puan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus 
dapat mengukur sejauhmana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, 
jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran 
ketaatannya, dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. 
Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi 
tetap masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya. Seseorang menaati 
atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. 15 

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau 
perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya, maka jawabannya adalah: 16 
1.	 Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya.
2.	 Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat 

compliance atau identification. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga 
masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun 
ukuran atau kualitas efektifitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat 
dipertanyakan.
Selanjutnya untuk dapat mengetahui sejauhmana efektifitas Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten 
Lombok Barat. maka hal yang pertama harus dilakukan adalah mengukur sejauhmana 
Undang-Undang tersebut ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat. jika Undang-
Undang tersebut di taati oleh sebagian besar atau bahkan seluruh masyarakat yang 
merupakan sasaran dari Undang-Undang tersebut adalah tentu saja dapat dikatakan 
bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Selanjutnya untuk mengetahui kapan 
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di katakan tidak efektif keberlakuannya 

15	 . Ibid.,, hlm.21
16	 . Ibid.,, hlm.21
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adalah jika sebagian besar atau bahkan seluruh masyarakat tidak menaati Undang-
Undang tersebut. 

Maka untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di 
Desa Parampuan dapat di ketahui berdasarkan hasil penelitian terhadap seluruh subjek 
penelitian. Di Desa Parampuan transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Parampuan belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam 
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penatapan Luas Tanah Pertanian, 
hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya batasan waktu membuat gadai tanah 
pertanian di Desa Parampuan dapat berlangsung 7 tahun atau bahkan melampuinya 
serta penebusan uang gadai masih berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat dimana 
pemilik tanah harus menebus kembali tanahnya sesuai dengan jumlah uang yang 
dipinjam walaupun dari hasil keuntungan yang diperoleh penerima gadai selama 
beberapa tahun dari tanah tersebut jauh lebih besar dari utang pokok pemilik tanah.

Menurut Responden Bapak Saidah: 

Selaku penerima gadai menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000. Jangka waktu 
7 tahun 11 bulan, dengan luas 33 Are. Penghasiloan setiap panen dan jika hasil panen 
bagus, maka keuntungan yang diperoleh Rp. 2, 500.000 yang dibagi dua dengan 
penggarap. Jika tidak kisaran Rp. 500.000-700.000”. 

Selain dilakukan penggarapan, penerima gadai juga menyewakan sewa tahunan 
yang tiap tahunna memperoleh Rp. 8.000.0000/tahun.

Praktik tersebut jika dihubungkan dengan rumus gadai, maka:

Diketahui:
Uang gadai = Rp 100.000.000
Jangka waktu gadai seharusnya: 7 tahun 6 bulan (karena 7½ tahun = 7,5 tahun)

Jika gadai ditebus kurang dari 7 tahun, misalnya 6 tahun, maka: Waktu 
gadai berlangsung = 6 tahun

Contoh Perhitungan:
Misalkan Gadai Ditebus Setelah 6 Tahun, Maka:
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Maka yang harus dikembalikan oleh penggadai kepasa penerima gadai adalah Rp. 
21.428.571,42

Sedangkan menurut penjelasan Bapak Kades, selaku narasumber aturan dalam 
transaksi gadai tanah pertanian di Desa Parampuan adalah;

“perjanjian gadai beberapa ada yang tercatat di kantor desa, namun ada juga 
perjanjian gadai di luar kantor desa tetapi disaksikan oleh apparat desa. Selain itu ada 
juga beberapa gadai tanah yang tidak diketahui oleh desa. Dari desa diberikan surat jual 
beli pinjam meminjam, untuk proses gadai tanah dengan jangka waktu. Jika melewati 
jangka waktu, biasanya perjanjian tersebut akan diperbaharui dengan kesepakatan 
yang baru, misalnya apabila sudah tiba jangka waktu penebusan, namun penggadai 
belum bisa menebus tanahnya. Maka akan dibebankan biaya keterlambatan, seperti 
tanah yang dihadapi 3 tahun seharga 30 juta. Harga saat ditebus bisa menjadi 35 
juta, karena sebagai sanksi keterlambatan pembayaran. Namun perlu dicatat bahwa 
ini dilakukan apabila kedua pihak menyepakati”. 17

Dari wawancara dengan pemberi gadai dan penerima gadai, gadai tanah pertanian 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 pasal 7 ayat (1), (2) dan 
(3) bahwa jika gadai tanah pertanian telah berlangsung tujuh tahun atau lebih maka 
penerima gadai wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik tanah sebulan 
setelah tanaman selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut uang tebusan. 
Hal ini tentunya bertentangan dengan cara penebusan gadai tanah pertanian yang 
dilakukanya oleh masyarakat Desa Parampuan serta tidak adanya batasan waktu, 
artinya ada transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan lebih dari tujuh tahun 
yang belum dikembalikan kepada pemilik tanahnya.

Cara penebusan yang dilakukan masyarakat Desa Parampuan dalam transaksi gadai 
tanah pertanian yang waktu gadainya kurang dari tujuh tahun harus mengembalikan 
uang gadai/tebusan seluruhnya kepada penerima gadai. Hal ini tentunya bertentangan 
dengan dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 pasal 7 ayat (2) yang 
menyatakan bahwa mengenai hak gadai yang berlangsung kurang dari 7 tahun, maka 
pemilik tanahnya berhak memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada 
selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut 
rumus dalam pasal 7 ayat (2). 

Jadi, ketentuan mengenai batasan waktu 7 tahun dan cara penebusan gadai tanah 
pertanian menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan 
Luas Tanah Pertanian pada pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) tidak diterapkan dalam 
transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan di Desa Parampuan Kecamatan 
Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Sehingga dapat digaris bawahi bahwa pelaksanaan 

17	  . Hasil Wawancara dengan Bapak H.M.Zubaidi, Kades Desa Parampuan, Pada 25 Juli 2025, 14.00, 
Wita 
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gadai tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di 
Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tidak efektif.

Dari hasil penelitian penulis menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerasan yang 
terkandung dalam transaksi gadai tanah pertanian di Desa Parampuan Kecamatan 
Labuapi Kabupaten Lombok Barat adalah karena selama pemilik tanah tidak dapat 
menebus tanahnya, maka tanah tersebut akan tetap dikuasai oleh penerima gadai 
serta akan tetapi memperoleh hasil dari tanah tersebut sehingga terkadang beberapa 
tahun saja keuntungan yang diperoleh penerima gadai dari tanah pertanian yang 
digadaikan tersebut sudah cukup atau bahkan telah melebihi dari utang pokok pemilik 
tanah atau pemberi gadai. Hal inilah kiranya yang menjadi maksud dan tujuan dari 
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 untuk memberikan sifat yang sementara 
terhadap hak gadai tanah pertanian serta ketentuan penebusan yang ditentukan 
menurut rumus untuk melindungi pemilik tanah dari unsur-unsur pemerasan yang 
terkandung dalam transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat 
Desa Perampuan.
D. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa 
Parampuan Kecamatan Labuapai Kabupaten Lombok Barat berdasarkan 
UndangUndang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa gadai tanah pertanian memiliki 
aturan hukum, sehingga dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa gadai 
tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parampuan tidak sesuai dengan 
ketentuan dari undang-undang yang berlaku. Berdasar pada hasil penelitian bahwa 
semua subjek penelitian melaksanakan gadai tanah pertanian yang menyimpang.

Penyimpangan tersebut dapat terlihat pada pelaksanaan gadai tanah pertanian 
tanpa ada batasan waktu, yang dimaksud dengan tanpa ada batas waktu adalah 
pemilik tanah menyerahkan tanah gadai kepada penerima gadai untuk dikelola sampai 
pemilik tanah mampu menebus kembali tanah tersebut (waktu yang tidak ditentukan). 

Perjanjian gadai yang seperti demikian sangat rentan terhadap pelanggaran waktu 
berlangsungnya gadai yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 
1960 yaitu tujuh tahun. Hal tersebut dikarenakan meskipun gadai telah berlangsung 
selama tujuh tahun tetapi pihak pemberi gadai belum dapat menebus tanah tersebut, 
maka tanah masih dikuasai oleh pihak penerima gadai.

Selain mengenai berlangsungnya gadai tanah pertanian tanpa adanya batasan 
waktu, pelanggaran gadai tanah pertanian juga terlihat pada penebusan gadai tanah 
pertanian dimana jumlah uang tebusan harus sama dengan jumlah uang gadai. 

Pada pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Parampuan, jumlah penebusan 
yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi gadai kepada penerima gadai jumlahnya 
sama persis dengan jumlah uang gadai, baik untuk gadai yang di tentukan waktunya 
ataupun tidak di tentukan waktunya. Hal tersebut dibenarkan oleh semua subjek 
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penelitian bahwa jumlah uang gadai yang diberikan haruslah sama dengan jumlah 
uang penebusan, baik untuk gadai yang berlangsung kurang dari tujuh tahun ataupun 
lebih dari tujuh tahun.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan gadai tanah 
pertanian di Desa Parampuan terdapat hal yang menyimpang dari ketentuan hukum 
nasional yang berlaku atau dengan kata lain transaksi gadai tanah pertanian yang 
terjadi di Desa Parampuan berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 56 Prp 
Tahun 1960 tidak efektif hal tersebut tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, 
tetapi disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya yaitu belum diterapkan sosialisasi 
terkait Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 yang mengatur mengenai masalah 
gadai tanah pertanian di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok 
Barat dari pihak berwenang.

Pemberian sosialisasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur 
mengenai gadai tanah pertanian merupakan tugas dari berbagai pihak seperti dari 
pihak kepala Desa, instansi pertanahan, pihak akademisi seperti dari perguruan tinggi, 
serta pejabat lain yang berwenang. Dengan adanya sosialisasi masyarakat akan 
terbantu untuk mendapatkan informasi mengenai ketentuan gadai tanah pertanian.

Masyarakat Desa Parampuan pada umumnya tidak mengetahui ketentuan gadai 
tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang 
berlaku, masyarakat hanya mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian sebagaimana 
kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan berulang-ulang. Hal tersebut terlihat pada 
hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semua subjek penelitian baik pemberi 
ataupun penerima gadai tanah pertanian tidak mengetahui sama sekali mengenai 
undang-undang yang mengatur mengenai masalah gadai tanah pertanian

Di Desa Parampuan sejauh ini tidak pernah ada sosialisasi yang terkait mengenai 
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Kepala Desa Tengah menyebutkan bahwa 
tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat Desa Parampuan terkait dengan 
ketentuan gadai tanah pertanian dari pihak manapun. Hal tersebut juga dibenarkan 
oleh seluruh subjek penelitian bahwa di Desa Parampuan memang belum pernah ada 
sosialisasi terkait aturan gadai tanah pertanian khususnya Undang-Undang Nomor 56 
Prp Tahun 1960.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kades:
“Kepala Desa Perampuan tidak pernah melakukan sosialisasi terkait aturan gadai 

tersebut karena masyarakat sudah puas dengan aturan adat yang ada”.
Berikutnya Bapak Hasan:
“Tidak pernah mengetahui bahkan baru mendengar tentang aturan tersebut dan 

Dari pihak desa tidak pernah melakukan sosialisasi”.
Subyek penelitian menjelaskan bahwa selama ini di Desa Parampuan belum pernah 

diadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 baik itu 
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dari pihak kepala Desa atau dari instansi pemerintah yang berwenang. Tidak adanya 
sosialisasi mengenai ketentuan gadai tanah pertanian menjadikan masyarakat Desa 
Parampuan tidak mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian berdasarkan Undang-
undang. Sebenarnya dengan dilakukannya sosialisasi masyarakat akan terbantu untuk 
mengetahui ketentuan dari gadai tanah pertanian tersebut.

Dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian masyarakat Desa Parampuan cenderung 
terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan dalam 
lingkungannya. Kebiasaan yang dimaksud oleh masyarakat Desa Parampuan adalah 
perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang di ikuti dan diterima oleh 
masyarakat secara terbuka bukan kebiasaan yang disertai dengan keyakinan akan 
kewajiban hukum dan adanya sanksi terhadap pelanggaran kewajiban hukum tersebut. 
Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak tahu akan diberlakukannya Hukum Nasional 
yang mengatur masalah gadai tanah pertanian seperti UndangUndang Nomor 56 Prp 
Tahun 1960 Tentang penetapan luas tanah pertanain.

Masyarakat Desa Parampuan Menganggap Bahwa Ketentuan pasal 7 UndangUndang 
Nomor 56 Prp Tahun 1960 tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada 
dilingkungan masyarakat, masyarakat menilai bahwa ketentuan tersebut menimbulkan 
kerugian bagi penerima gadai, hal tersebut timbul karena tidak disadarinya maksud dan 
tujuan dari ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, bila dikaji 
sebenarnya ketentuan tersebut adalah untuk mengurangi unsur-unsur pemerasan 
yang terkandung dalam transaksi gadai tanah pertanian.

Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Parampuan terhadap maksud dan tujuan 
dari ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 adalah karena pada 
umumnya masyarakat tradisional mempunyai keterbatasan akses untuk memperoleh 
segala informasi, termasuk juga informasi mengenai ketentuan aturan hukum 
nasional. demikian juga dialami oleh masyarakat Desa Parampuan, karena secara 
umum msyarakat Desa Parampuan cenderung merupakan masyarakat tradisional. 

Rata-rata subyek penelitian yang berkedudukan sebagai pemberi gadai tanah 
pertanian sedang menghadapi kesulitan ekonomi, sehingga tidak terbersit dalam 
pikiran mereka untuk mencari dan menambah informasi atau pengetahuan, terutama 
yang berkaitan tentang hukum lebih lagi hukum yang berkenaan dengan masalah 
gadai tanah pertanian. Mereka cenderung berpikir untuk mencari banyak uang untuk 
dapat menebus kembali tanah pertaniannya yang telah di gadaikan. Begitu juga 
dengan penerima gadai umumnya mereka pun sama dengan pihak pemberi gadai.

Penerima gadai tanah pertanian tidak berpikir untuk membuka wawasan hukum, 
namun lebih berpikir dan berusaha untuk menggarap tanah gadai tersebut secara 
optimal agar mendapatkan hasil yang banyak dari gadai tanah pertanian tersebut.

Oleh karena itu, rendahnya pengetahuan hukum menyebabkan kesadaran hukum 
tersebut juga rendah. Sejalan dengan rendahnya pengetahuan hukum masyarakat 
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Desa Parampuan dapat diartikan kesadaran hukum masyarakat Desa Parampuan juga 
cenderung rendah.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Perampuan dapat dilihat dari 
hasil wawancara subyek penelitian yang tidak setuju dengan ketentuan pasal 7 
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Umumnya masyarakat tidak mau terikat 
terhadap pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Tidak mau terikatnya 
masyarakat Desa Parampuan terhadap ketentuan Undang-undang yang mengatur 
mengenai gadai tanah pertanian erat keitannya dengan tidak disadarinya tujuan dari 
Undang-undang tersebut. 

Pada dasarnya ketentuan tersebut menjamin hak-hak pemberi gadai agar tidak 
dirugikan, namun kenyataan yang ada di Desa Parampuan selama ini pihak pemberi 
gadai tidak merasa dirugikan. Dari kurangnya kesadaran hukum tersebut menjadikan 
masyarakat Desa Parampuan melaksanakan gadai tanah pertanian tidak sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang berlaku.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Parampuan dalam pelaksanaan 
gadai tanah pertanian terbukti dari penguasaan tanah pertanian yang digadaikan 
kepada penerima gadai sekalipun telah lebih dari 7 tahun serta penebusan gadai 
tanah pertanian oleh pemberi gadai atau pemilik tanah yang tidak sesuai dengan 
rumus dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber masyarakat Desa 
Parampuan.

“Pada awal tahun 2017, saya menerima sebidang tanah seluas 33 are dalam bentuk 
gadai, dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000.000 kepada pihak penggadai. 
Tanah tersebut digadai selama kurang lebih 7 tahun 11 bulan, hingga akhir tahun 
2024. Selama masa gadai, tanah tersebut ditanami padi sebanyak tiga kali dalam 
setahun saat musim hujan, dan kacang tanah empat kali dalam setahun saat musim 
kemarau. Hasil panen sangat bergantung pada kondisi cuaca dan kesuburan tanah; 
jika hasilnya bagus, keuntungan per panen bisa mencapai Rp 1.250.000, namun jika 
kurang baik, keuntungan hanya sekitar Rp 700.000. Dalam dua tahun di antaranya, 
tanah ini sempat disewakan kepada pihak lain dengan harga Rp 8.000.000 per tahun.

Selama empat tahun pertama, tanah digarap oleh mertua saya. Namun, ketika 
beliau sudah tidak sanggup lagi untuk mengelolanya, tanah tersebut kemudian 
disewakan kepada orang lain selama dua tahun. Karena terjadi permasalahan dengan 
penyewa dan campur tangan calo, saya memutuskan untuk tidak lagi menyewakan 
tanah secara tahunan. Setelah itu, tanah digarap oleh sepupu saya hingga tanah 
tersebut ditebus kembali oleh pihak penggadai. Awalnya, saya tidak tahu banyak 
tentang proses gadai ini, namun istri saya mengetahuinya lebih dalam. Ia sempat 
merasa khawatir setelah mendengar cerita dari pihak penggadai, dan menyarankan 
saya untuk segera meminta agar tanah tersebut ditebus. Ketika penebusan dilakukan, 
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saya hanya menerima Rp 90.000.000 dari pihak penggadai, lebih sedikit dari jumlah 
uang gadai awal sebesar Rp 100.000.000. Hal ini terjadi karena adanya campur tangan 
calo atau makelar tanah dalam proses awal gadai tersebut. Perjanjian gadai dibuat 
secara tertulis dan disaksikan oleh beberapa makelar dan keluarga saya, namun 
sayangnya tidak pernah dicatat atau disahkan di kantor desa maupun disaksikan oleh 
aparat desa setempat”.

Selain itu rendahnya pengetahuan hukum masyarakat juga dapat dilihat pada 
sejumlah pertanyaan wawancara yang menyangkut aturan hukum yang diberlakukan 
dalam transaksi gadai tanah pertanian. Pertanyaan tersebut tidak dapat di jawab 
subjek penelitian dengan benar. Sebagai gambaran pertanyaan mengenai aturan 
hukum yang diberlakukan dalam transaksi gadai tanah pertanian terdapat subyek 
penelitian yang menjawab bahwa aturan hukum yang berlaku dalam gadai tanah 
pertanian adalah menggunakan traktor (mesin pembajak sawah). 

Gadai tanah pertanian dalam konteks hal perjanjian merupakan perjanjian tambahan 
atau accessoir. Perjanjian tambahannya adalah hutang piutang.  Pada gadai pertanian 
di Desa Parampuan perjanjian pokok dalam bentuk hutang piutang dapat diselesaikan 
menjadi 2 cara :

1.	Piutang telah dikerjakan untuk diberikan secara langsung di awal perjanjian.
2.	Piutang diberikan secara berangsur atau bertahap sesuai perjanjian.
Tanah pertanian yang menjadi objek gadai pemiliknya diberikan kepada penerima 

gadai dan berada di bawah kekuasaan petani/penerima gadai. Penerima gadai pada 
umumnya diberikan hak dan kewajiban atas tanah pertanian  objek gadai yang berarti 
penerima gadai dapat 

1.	 Mengolah tanah objek gadai
2.	 Menikmati hasil tanah objek gadai 

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 

Faktor penyebab tidak efektifnya Penerapan UU Nomor 56 Prp tahun 1960 adalah:
1.	 Kurangnya sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun badan 

hukum yang terkait
2.	 Pengaruh budaya lokal yang lebih mengutamakan ada istiadat daripada hukum 

nasional. 
B. Saran

1.	 Sosialisasi intensif perlu dilakukan oleh pihak desa ataupun yang terkait mengenai 
aturan gadai tanah
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2.	 Peran aktif aparat desa sangat penting untuk memberikan pengarahan pada 
masyarakat agar bisa diterapkannya aturan gadai tanah berdasarkan hukum 
nasional.
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